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IUPK Untuk Qrmas

Legislator: Berpotensi Menabrak UU Minerba

ANGGOTA Komisi VII DPR
Mulyanto menyoroti kebijak-
an Pemerintah membagikan
[z Usaha Pertambangan Khu-
s (IUPK) kepada ormas ke-
agamaan. Kebijakan tersebut
dinilar sebagar tandi bahwa
Pemerintah tidak teat aturan atau
sembarangan dalam mengurus
sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM),

Angaota Frakst PKS im me-
minta Pemerinteh tiak ngawur
mengelola sektor ESDM. Seen-
aknya saja melanggar peraturan
dengen carg membuat penafsir.
an sendiri tentang UU Mingral
dan Batu Bara (UU Minerba).

“Cobaifu Pak Bahlil (Menier
Ivestast) bagi-bagt [UPK un-
tuk ormas. Pedahal, kelau Kita
haca sksama Undang-Undang
Minerba, izin pertambangan
it diajukan badan usaha paling
fidak koperasi. Pemeriniah akal-
akalan mengatur normy bafwa

badan usaha yang sahamnya
dimilik ormas secara mayoritas.
[t kan norma baru yang tidak
ada dalam Undang-Unding
(Minerba)." ujar Mulyanto
dalom Rapat Kerja Komisi Vi1
DPR dengan Menteri ESDM
Arifin Tastif, Rebu (3/6:2024).

Mulyanto menilai, terkail
[UPK, seharusnya mengacu
pada ketentuan UL No 3 Tahun
2020 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu bara (Min-
erba). Penawaran [UPK ter-
hadap wilayah pertambangan
yang telah dikemballkin kepada
Negara diprioritaskan untuk
BUMN/BUMD bukan uniuk
badan usaha swasta, apalagi
oms.

“Yang luar brasa lagi, or-
mas akan diprioritaskan uniuk
mendapatkan [UPK. Padahal
Kalau kita baca undang-undang.
ang namanyapriorias egas-te
gas tudiberikan kepada BUMN:
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Mulyanta

BUMD. Selain lembaga-lembaga
tersebut [UPK dibertkan melalu
proses elang,” tambafnya,
Menurutdia, seharusnya Perne-
rintah fokus pada permasalahan
Ulams yang ad i sekdor ESDM
dan bukan pada hal lain yang
menyehabkan gagal fokus. Misal-
ya lfting minyak dalam negeri

yang semakin jauh dart Long
Term Plan (LTP) | juta barel
minyak per hari pada tahun 2030

Dia mengatakan, Pemertntah
ferkesan tidek mendukung sek-
for ini atau sciengah hat, Se-
mentard kondisi makro industr
Miges tidak kondusif, karena
masifnya gerakan EBT, investas
ying anjlok, matural declining,
pengusali asing vang sebagian
hengkang.

“Jamgan heran Kl lifting
minyek ini terus merosol bk
farget Lahunannya, maupun re-
alisasinya, Boro-boro mendekati
| juta barel per hari. Ini jadi
halusinasi, " tegasaya.

Sementara, Ketua Komite
Tetap Kadin Minerba Arya Rizg1
Darsono menilai, pemerintah
perlu merevisi UU Minerba
sehelum memalankan kebijakan
1. Sebab, di dalam UU Miner-
ba, Khususnya Pasal 73 ayat 3)
dan (4) seeara tegas disebutkan

alnwa prioritas [UPK diberkan
kepada BUMNBUMD. Semen-
tara unfuk badan ussha swasta
pemberian [UPK dilakukan
melalui proses lelang.

“Tapi Kalau memang di dalam
PP menyatakan bahwi akan
memberikan prioritas kepada
adan usaha i bawah omas sa-
randan Kami perlu danyarevis
undang-undang dulu,” wjarmya,
Kamis (6/672024).

Menurut dia, upabila Peme-
riniah tidak melakukan revisi
terhadap UL Minerba dan tetap
menjalankan kebijakan ini,
maka implikasinya ke belakang
menjad: tdak bagus. Karena
kehijakan ini bemolensi mena
brak Undang-Undang.

*Saran dart kami, mungkin ini
oerl dilakukan revisi undang:
undang dahulu atau mungkin
Presiden menerbitkan Perppu
misalnya, khusus agar PP ini
berjalan, " Kata dia, B kAL
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